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PENETAPAN
Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Sel

aa ) gaa )l iy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama
dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat
antara:
PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Lalu Mustajib, SH, Advokat/Pengacara
yang berkantor di JL. Haji Rawi - Baret Masjid, Desa Kotaraja,
Kecamatan Sikur, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXX
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 99/PAN.PA.W22-
A3/HK2.6/11/2024 tanggal 05 Februari 2024, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA
BARAT, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 12
Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 12 Oktober 2004 di kediaman Penghulu, Kelurahan
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XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX., sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/XI11/15/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan XxxXxX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXxX, tertanggal 15
Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, Kelurahan XxXXXx XXXXX,
Kecamatan XxxXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XxXxX., dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
bernama M. Saugi Najiulloh, umur 18 tahun, Noviana Nur Zahira, umur 16
tahun dan Tantri Umal Sari, umur 9 tahun;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
o Tergugat masih suka minum-minuman keras;
. Tergugat juga sering
mengkonsumsi/menghisap narkoba;
o Tergugat pun masih suka bermain judi
online/slot;
4, Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat terjadi
pada awal Nopember 2023 dimana akhirnya komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat menjadi tidak baik sampai dengan saat ini, terlebih lagi
Tergugat juga telah mengakui semua perbuatannya diatas;
5. Bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan berupaya untuk
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan
tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini, Penggugat

bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PENGGUGAT)
terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum Lalu Mustajib, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Haji
Rawi - Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,
XXXX XXXXXXXX XXXxX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Februari
2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 99/PAN.PA.W22-
A3/HK2.6/11/2024 tanggal 05 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama
SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 18 Maret 2024, ternyata mediasi tidak
berhasil;

Bahwa setelah agenda pembacaan laporan mediasi, Penggugat melalui

Kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 99/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/11/2024 tanggal 05 Februari 2024,
ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan
Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi
bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan
memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara
aquo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan
memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan  Permohonan pencabutan perkara  Nomor
296/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly,
S.H.l.,, M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama S.Sy., dan Fatkun Qorib,
S.Sy.,, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Fauzi Prihastama, S.Sy. Fatkun Qorib, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3, Biaya E-Court Rp. 14.000,00
4. Panggilan : Rp.  14.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp. 20000,00
6. Redaksi : Rp.  10.000,00
7. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
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